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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN
MAHAKAM IV TAHUN ANGGARAN 2016-2017

Menimbang

Mengingat 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,
Pembangunan Jembatan Mahakam IV merupakan salah
satu program prioritas dan strategis dalam rangka
pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur di
Provinsi Kalimantan Timur:

a.

bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama Antara
Gubernur Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kalimantan Timur Nomor: 620/5493/BPPD/
BANGDA dan Nomor 160/233/HK/X/2015 tentang
Kesepakatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Mahakam
IV, Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV
Sisi Samarinda Kota, Pembangunan Jalan Pendekat
Jembatan Mahakam IV Sisi Samarinda Seberang,
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy-
Kabupaten Kutai Timur, dan Pembangunan Jaringan Pipa
Transmisi Air Baku Sekerat-Kabupaten Kutai Timur Dalam
Bentuk Kegiatan Tahun Jamak tanggal 20 Oktober 2015,
serta sesuai Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Persetujuan Anggaran dan
Pelaksanaan Kegiatan dengan Pola Tahun Jamak, dipandang
perlu mengatur pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak
Pembangunan Jembatan Mahakam IV,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak
Pembangunan Jembatan Mahakam IV Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2016-2017,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106),
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3833):
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
132),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

3.

4

5.

6.

7.

8.

9.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890):
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209),
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199),
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655),
Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
masa Jabatan Tahun 2013-2018:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
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20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi,

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 29),

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 31),

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 33):

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13),

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 66),

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak
Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 36), sebagaimana
telah diubah dengan PeraturanGubernur Kalimantan Timur
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014 Nomor 42),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM IV
TAHUN ANGGARAN 2016-2017.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

13.

(1)

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur:
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur:
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur:
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Timur:
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan
untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 12 (dua belas)
bulan atas beban anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun
Gubernur bersama-sama DPRD dan ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah:
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya,
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya,
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir,
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah
perjanjian tertulis antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia
Barang/Jasa:

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

11

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur
pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai program
prioritas daerah dan kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dengan DPRD.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan
jaminan kepastian hukum dan tertib hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB IH
PRINSIP DASAR PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 3

(1) Prinsip dasar pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada Kegiatan Tahun
Jamak dilaksanakan dengan Metode Pelelangan Umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Prinsip dasar pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan
Konstruksi padaKegiatan Tahun Jamak dilaksanakan dengan Seleksi Umum
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Mahakam IV
Tahun Anggaran 2016-2017 berupa Konstruksi Jembatan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir
tahun masa jabatan Gubernur berakhir.

(2) Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak dibebankan pada APBD Provinsi
Kalimantan Timur.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang
dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD.

(4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat alokasi
anggaran untuk Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jembatan Mahakam IV
dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp.190.893.275.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran pekerjaan kepada penyediabarang/jasa dilakukan dengan Kegiatan
Tahun Jamak selama 2 (dua) tahun anggaran dimulai sejak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2017.
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Pasal 7

Penanggung jawab Kegiatan Tahun Jamak adalah Kepala Dinas sebagai Pengguna
Anggaran dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Penanggung jawab Kegiatan Tahun Jamak dalam melaksanakan kegiatan
harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perselisihan/sengketa hukum agar
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2016 Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pit. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

DR. H. RUSMADI NIP. 19620527 198503 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4.


